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PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUI\'!BA 

PERATURAN DAEP..Ail KABtJ!>ATEN BULUKUMBA 
NOMOR 1 TAHON 2013 

TENT ANG 

PERUBAHAJ'l ATAS PERATURAN DAERAB 
KABUPATEN :CULUh.-UMBA NOMOR ro TAHUN 2010 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTP.ASI 
KEPENDUDUKAi"f 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT!BULU-.tCUMBA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan 
administrasi kependudukan sejalan 
dengan ditetapkannya Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 
ten tang Administrasi 
Kependudukan, maim Peraturan 
Daerah Kabupaten Bulukumba 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil di Kabupaten 
Bulukumba perlu ditinjau; 
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Mcngingat 

b. bahwa sebagai pedoman 
pclaksanaan program pemerintah 
Kabupaten Bulukumba dalam 
pernenuhan hak dasar masyarakat 
terhadap kepernilikan dokumen 
kependudukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang­undangan, 
maka perlu merubah Peraturan 
Daerah Kab. Bulukumba Nomor 10 
Tahun 2010 tentang 
Penye!enggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kab, Bulukumba Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945: 

2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019): 

4. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang­Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

5. Undang­Undang Nomor 9 Tahun 
1992 ten tang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3474); 

6. Undang ­ Undang Nomor 28 Tahuri 
1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambalian Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 4235); 
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8. Undang ­ Undang Nornor 17 Tahuu 
2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286j; 

9. Undang ­ Undang Nomor 1 Tahun 
2004 ten tang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembara Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang­Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahuri 
2004 Nomor 125 Tambahan 
Lerubaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimar.a teiah 
diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua At.as 
Undang­Undang Nomor 32 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 
2006 ten tang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 
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12. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 
2006 ten tang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4674); 

13. Undang­Undang Nomor 40 Tahun 
2008 ten tang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4919); 

14. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang­Undangan 
(Leinbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nouior 32 
Tahun 1954 tentang Pendaftaran 
Orang Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
569); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang­Undang Nomor 23 Tahun 
:2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 80, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ncmor 
4737) 

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 Tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran dan Pencatatan 
Sipil; 

19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
2009 Tentang Penerapan Kartu 
Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara 
Nasional. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMBA 

dan 

BUPATI BULUKUMBA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG 
PENYELENGGARAA.t"l" ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN. 

Paeal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabunaten 
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diubah 
sebagai berikut : 

1. Keteni:uan Pasal 80 ditambah satu ayat se:!!.h,gga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 80 

(1) Setiap Pendutluk dikenai sanksi denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa 
Kcpendudukan sebagai berikut: 

a. pindah datang bagi Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggai Terbatas atau Orang 
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Asing yang merniliki Izin Tinggal Tetap 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2); 

b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk 
Warga Negara Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); 

c. melaporkan susunan keluarganya bagi 
penduduk Warga Negara Indonesia 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 14 ayat 
( 1); 

d. meiaporkan susunan keluarganya bagi 
penduduk Warga Negara Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap sebagaimana <limaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2); 

e. memiliki KTP bagi penduduk WNI yang 
mencapai umur 17 (tujuh belas] tahun atau 
sudah kawin atau pernah kawin sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1); 

f. memiliki KTP bagi penduduk WNA yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap dan rnencapai 
umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 
ka�'in atau pernah kawin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1): 

g. merniliki Surat Keterangan Tempat Tinggal 
bagi Orang Asing yang bertempat tinggal di 
Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal 
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1); 

h. pindah ke daerah lain bagi penduduk ViNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
( 1); 
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i. pindah ke daerah lain bagi Orang Asing yang 
merniliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin 
Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (l); 

J. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk 
Warga Negara Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); 

k. pindah datang dari luar negeri bagi Orang 
Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
( 1); 

1. Orang asing yang memiliki izm tinggai 
terbatas yang telah berubah status menjadi 
orang asing yang merniliki izin tinggal tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
( 1); 

m. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang 
memilik:i Izin Tinggal Terbatas atau Orang 
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat 
( 1); 

n. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (2). 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut: 

KETERLAMBATAN DENDA ADMINISTRASI 
PELAPORAN WN! (Rp) WNA/ORANG 
PERJSTiWA ASING (Rp) 

KEPENDUDUKAN 
a. Pindah datang - Rp.500.000,­ 

I 
f bagi orang asing 

I yang memiliki Izin 
Tinzzal Terbatas 
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f. Penggantian KTP Rp.75.000,­ Rp.500.000,­ 
yang rusak atau 
hilang 

g. Penerbitan kartu Rp.75.000,­ - 
identitas 
penduduk 
musiman 

h. Memiliki Surat Rp.250.000,­ 
Keterangan 
Tern pat Tinggal 
bagi Orang Asing 
yang bertempat 
tinggal di Daerah 
dan tela11 
memiliki Izin 
Tinzzal Terbatas 

). Kartu Tanda Rp.500.000,­ 
Penduduk (KTP) 
WNA 

j. I Kartu Keiuarga [ Rp.200.000,­ 
\\TNA I 

k. Pindah datang I Rp.250.000,­ 
dari luar negeri J 

I. Orang asing yang Rp.250.000,­ 
memiliki izin 
tinggal terbatas 
yang status 
menjadi orang 
a sing yang 
memiliki izm 

I 
tinzzal tetap, 
Pindah keluar Rp.250.000,­ 

I m 
. negeri Orang 

I Aeing yang 
memiliki Izin 

I Tinzzal Terbatas 

e. Penerbitan Rp.75.000,­ 
perpanjangan 
KTP bagi wajib 
KTP yang lalai 
dan terlambat 
pelRporannya . 6 
(enam) bulan 

I 
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�7 
(t!uh 

belas] 
tahun atau sudah I I kawin atau 
pernah kawin 
yang terlambat 
pelaporar�­iya 6 
enam bulan 

a tau orang asing 
yang memiliki Izin 
Tinzzal Tetao 

b. Pindah datang ke Rp.100.000, - 
luar negeri bagi 
penduduk Warga 
Negara Indonesia 
yang terlambat 

I 
pelaporannya 1 
(satu} bulan 

c. Melaporkan Rp.25.000,­ Rp.200.000,­ 
susunan 
keluarganya dan 
penggantian KK 
yang I rusak/hilane 

\ d. I Memiliki _KTP bagi i Rp.7::,.000,­ I - 
penduduk yang 

I . 
enca ai umur 
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atau Orang Asing 
yang merniliki Izin 
Tinzaal Tetao 

2. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) diubah sehingga 
berbunyi sebag1c1.i berikut : 

Pasal 81 

j. perubahan status kewarganegaraan di 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 49 ayat (1); atau 

k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 50. 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 

( 1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila 
melampaui batas walctu pelaporan Peristiwa 
Penting dalam hal: 
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 ayat ( 1) atau Pas al 35 ayat ( 1): 

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat ( 1) dan Pasal 41 ayat (2): 

c. nembatalan perkawinan sebagaimana 
dirnal{sud dalam Pasal 38 ayat (l); 

d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (l); 

e. pembatalan perceraian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); 

f. pengang..l{atan anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2): 

g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1): 

h, pengesahan anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (l); 

i. perubahan rrama sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (2); 
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KETERLAMBATAN DENDA ADMINISTRASI 
PELAPORAN WNI (Rp) WNA/ORANG 
PERJSTIWA ASING (Rp) 

KEPENDUDUKAl'I 
a. Kelahiran: 

1) kelahiran Rp.50.000,­ Rp.250.000,­ 

I iebih dari 

I 60 hari. 
2) lahir mati Rp.0,­ Rp.250.000,­ 

' 
b. Akta Perkawinan 

Rp.100.00­0,­ 1 Rp. 250.000,­ I 1) di rial am 
kantor Rp.150.000,­ Rp.500.000,­ I 

2) di luar I kantor 
c. Pembatalan Rp.100.000,­t Rp.250.000,­ 

perkawinan 
d. Perceraian Ro.100.000,­ Ro.250.000,­ 
e. Pembatalan Rp.100.000,­ Rp.250.000,­ 

Perceraian 
f. Pengangkatan Rp.100.000,­ Rp.250.000,­ 

Anak 
z. Penzakuan Anak Rn.100.000,­ Ro.250.000,­ 
h. Pengesahan Rp. i00.000,­ Rp.250.000,­ 

Anak 
Perubahan 

- 
1. Rp.100.000,­ Rp.250.000,­ 

nama 
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j. Perubahan Rp.100.000,­ Rp.250.000,­ 
status kewarga 
nezaraan 

k. Peristiwa Rp.100.000,­ l<p.250.000,­ 
nentinz lainnva 

3. Ketentuan B:tb XIll Pasal 86 ditambah 1 ayat, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, 
semua Peratu:ran Pelaksanaan yang berkaitan 
dengan Pengelolaan Adrniuistrasi Kependudukan 
d.i..TJ.yatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Retribusi Pengga..ntian Biaya Cetak Kartu 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten 
Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku oada tanggal 
diundangkan, • 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah iru dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 

Ditetapkan di Bulukumba 
pada tanggal 16 Januari 2013 

BUPATI BlJLUKUMBA, 

ttd 

ZAINUDDIN. H 
Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 16 .Januari 2013 

SEKRETARIS DAER.o\H 
KABUPATEN BULUKUMBA, 

ttd 

ANDI BAU AMAL 

LEMBARAN DAERi\H KABUPATEN BULUKTJMBA TAHUN 
.­ 2013 NOMOR 1 

Salinan sesui dengan aslinya 
A.n SEKRETARIS �RAH 

.KEP 

NURJALIL. SH .MB� 

: !'embina (IVia) 
19671104 199803 1 005 
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TEN TANG 

. ftf�J.k I 

BAGIA.� HUJruM II 

SEXm'Jl.RIAT DAERAH XABUPATEN BUJit.'lrlJMBA 
TA2013 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMBA 
PERATURAN DAERAH 

NOMOR 10 TAHUN 2010 

' ' 



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR: 10 TAHUN 2010 

DENGAN R..o.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUKUMBA, 

Nomor: iO 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS! 

KEPENDUDUKAN 

Tahun: 2010 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMBA 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 
20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2007 tentang Pe!aksanaan 
Undang- Undang Nnomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi 
Kependudukan maka Pemerintahan 
Daerah berwenang membentuk 
Pengaturan Teknis Penyelenggaraan 
Adrninistrasi Kapendudukan di 
Kabupaten Bulukurnba: 



Menqinqat 

b. bahwa administrasi kependudukan 
diarahkan untuk memenuhi hak azasi 
setiap orang di bidang kependudukan 
dalam memberikan perlindungan, 
pengakuan tanpa diskriminasi melalui 
pelayanan publik yang profesional 
termasuk dalam penentuan status 
hukum seseorang alas setiap peristiwa 
penting yang dialaminya ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pads huruf a, 
dan hunuf b perlu membentuk Peraturan 
Oaerah tentang Penyelenqqaraan 
Administrasi Kependudukan. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959 tentang Pembentukan Dae rah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 
74, Tambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor i Tahun 1974 
tentanq Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
1. Tambahan l.ernbaran r�egara 
Republik Indonesia Nomor 3019): 

3: Uradang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentana Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk 
Diskrirninasi terhadap Wanita (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

· Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3277); 
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­ 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 
tentang Keimigrasian (Lembarar. Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Namer 3474); 

6. Ur.dang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang 
bersih dan bebas dari Korupsi, l<olusi 
dan, Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 
·i999, Tambahan Lembaran Negara 
Reoublik Indonesia Nornor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 
tentar.g Pengesahan International 
Convention On The Elimination Of All 
Forms Of Racial Discrimination 1965 
(Konvensi lnternasional tentang 
Penghapusan Segala Ber.tuk 
Diskriminasi Rasia! 1965) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3852); 

8. Undang-Ur.dang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (Lembarar. 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndcnesia Nornor 
3886); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindunqan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Le.mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Numor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimar.a te!ah diubah 
beberapa kali terakhir der.gan Undang- 
Undang Nornor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4844); 

12: Ur.dang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
. tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N.omor 4634); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik !ndonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik ,Indonesia 
Nomor 4674); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2007 Tentang Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Nega;a Repub!ik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara 
Republik [ndonesla Nomor 4736); 

115. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 38 Tah1.m 2007 
tentanq Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia 
Nornor 4737); 

16. Peraiuran Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 Tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil; 

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 
2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda 
Pendududk Berbasis Nornor lnduk 
Kependudukan Sacara Nasional; 

118. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dalarn Lingkup Pemerintah Daerah Kai>. 
Buiukumba (Lembaran Daerah Tahun 
2005 Nornor 4 Seri D}; 

119. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 
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tentang Transparansi dan Partisipasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan da'arn 
Wilayah Ka bu paten Bulukumba 
(Lembaran Dae rah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10 
Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Bulukumba 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Buiukumba Tahun 2008 Nomor 10). 

1. 

2. 

3. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 

Bupati adalah Bupati Bulukumba 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal � 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

Dengan Persetujuan !3ersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BULUKUMB.A 

dan 
BUPATI 8ULIJIKUMBA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN. 

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil 
Kabupaten Bulukumba sebagai instansi pelaksana. 

5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten 
Buiukumba yang bertanggungjswab dalam urusan 
administrasi kependududkan. 

6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, 
adalah satuan perangkat kerja Dinas di tingkat 
kecarnatan yang rnelaksanakan pelayanan Pencatatan 
Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. 

7. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten Bulukumba. 

8. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya 
disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang 
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan 
rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang 
beragama !slam. 

9. Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Orang 
Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten 
Bulukumba. 
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1 Q_ Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan undang-undang sebagai Warga 
Negara Indonesia. 

11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara 
Indonesia. 

12. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan terpadu yang meiiputi penataan, 
pelayanan, dan penertiban dalam penerbitan dokumen 
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan yang terbuka, serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. 

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan 
hukum sebagai alat bukii autentik yang dinasilkan dari 
pelayanan Per.daftaran Fenduduk dan Pencatatan 
Sipll. 

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan 
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil 
dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil. 

15. Biodata Penduduk adalah data pribadl seorang 
penduduk yang dihimpun dan diakui oleh Dinas, 
meliputi identitas diri penduduk yang bersangkutan, 
riwayat pendidikan, . pengalaman pekerjaan, serta 
keterangan lain yang berkaitan dengan 
kependudukan, dipergunakan sebagai dasar 
pengisian dan ps.nutakhiran database. 
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16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peris.iwa 
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan 
Administrasl Kependudukan serta penerbitan 
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa 
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat 
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
datang, perubahan alamat, serta status tinggal 
terbatas menjadi tinggal tetap. 

18. Nomor lnduk Kepsndudukan, selanjutnya disingkat 
NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang khas, 
tunggal dan melekat pada seseoranq yang terdaftar 
sebagai Pendudui< Indonesia. 

19. Kartu Kehuarga, selanjutnya disingkat l<K, adalah kartu 
lcentitas keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan dan hubunqan dalam lceluarga, serta identitas 
anggota keluarga. 

20. Kartu Tanda Fenduduk, selanjutnya disingkat KTP, 
adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri 
yang dlterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

21. Pencatatan Sipil adalah per.catatan Peristiwa Penting 
yang dialami oieh seseorang dalam register 
Pencatatan Sipil pada Dinas, 
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22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas 
ya111g melakukan pencatatan Peristiwa Peniing yang 
dialami seseorang. 

23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh 
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan 
nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

24. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, selanjutnya d!sebut Penghayat Kepercayaan 
adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini 
nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

25. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah 
bukti terjadinya perkawinar. Penghayat Kepercayaan 
ya111g dibuat, ditandatangani dar. dlsahkan oleh 
Pemuka Penghayat Kepercayaan. 

26. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggai yang 
diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah 
Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu yang 
terbatas. 

27. lzin Tinggal Tetap adalah izin tir.ggal yang diberikan 
kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah 
Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundc:r.g-undangan. 

28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang 
diberi tugas dan tanggung jawab memberikan 
pelayanan- pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristlwa Panting serta pengelolaan dan penyajian 
Data Kepandudukan di desaikelurahan. 

10 

29. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri 
kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan 
lnstansi Pelaksana untuk dapat mengakses database 
kependudukan sesuai dengan i!Zin yang diberikan. 

30. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan, 
selanjutnya disingkat SiAK, adalah sistem informasi 
yang memarnfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara 
dan Dinas sebagai satu kesatuan. 

31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang 
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta 
di!indungi kerahasiaannya. 

32. Database adalah kumpulan berbagai jenis data 
kependudukan yang tersimpan secara sistematik, 
terstruktur dan ;,aling berhuounqan dengan 
menggunakan perangkat lunak, peranglcat keras dan 
jaringan komunikasi data. 

33 Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi 
pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi 
data sesuai dengan bidangnya. 

BAB !I 
HAKDAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Pasal2 

Setiap Penduduk mempunyai hak atas : 
a. dokumen kependudukan; 
b. pelayanan pendafta-an penduduk dan pencatatan sipil; 
c. perlindungan data pribadi; 
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d. kepastian hukum berkenaan dengan kepernilikan 
dokumen; 

e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; 
dan 

f ganti rugi can pemuiihan nama baik sebagai akibat 
kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas. 

Pasal3 

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan 
dan peristiwa penting yeng dialaminya kepada dinas 
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

aAB ill 
KEVJENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KE?ENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Bupati 
Pasal4 

(1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas 
penyelenqqaraan urusan Administrasi Kependudukan, 
dengan kewenangan meliputi: 
a. koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga 

pemerintah non departernen berkaitan dengan aspek 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasl penyelenggarnan 
Administrasi Kependudukan; 
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b. pengaturan texnis penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan; 

d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di 
bidang Administrasi Kependudukan yang 
dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan 
mudah kepada seluruh penduduk; 

e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan 
sebagian urusan Administrasi Kependudukan 
berdasarkan asas tugas pembantuan disertai 
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia; 

f. pengelolclan dan penyajian data kependudukan; dan 
g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan 

administrasi kependudukan. 
(2) Penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Kedua 
Dinas 

Pasal5 

(1) Dinas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudu�an dengan kewajiban yang meliputi: 
a. mendafiar peristiwa kependudukan dan mencatat 

peristiwa penting; 
b. memberikan pelayanan secara profesiona] kepada 

setiap penduduk atas pelaporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting; 

B 



c. menyediakan blangko dokumen keµendudukan dan 
pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan 
pelayanan; 

d. menerbitkan dokumen kependudukan; 
e. mendokumentasikan nasil pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil; 
f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data alas 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan 
g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi 

yang disarnpaikan oleh penduduk dalam pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(2) Kewajiban sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi 
penduduk yang beragama Islam pada tingkai 
kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada 
KUAKec. 

Pasa!6 
(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan adrninistrasi 

kependudukan, Dinas memiliki kewenangan meliputi: 
a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian 

Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan 
pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama 
Islam; 

b. melakukan supervisi bersama d,mgan Kantor 
Kementerian Agama dan Pengadilan Agama 
rmengenai pelaporan pencatatan nikah bagi 
per.duduk yang beragama !slam dalam rangka 
pembangunan database kependudukan. 

c. rnempero!eh keterangan dan data yang benar 
tentang perisiiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dilaporkan Penduduk. 
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d. memperoleh data menger.ai peristiwa penting yang 
dialami penduduk atas dasar putusan atau 
penetapan pengadilan. 

e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting untuk 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan 
pembuktian kepada lembaga peradilan. 

f. rnengelola data dan mendayagunakan informasi 
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
untuk kepentingan pembangunan. 

g. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi 
terhadap UP·1·, serta meminta laporan pelaksanaan 
tugas, kewajiban dan kewenangan UPT berkaitan 
dengan pelayanan rencatatan sipil. 

h. merninta laporan data hasil pencatatan peristiwa 
perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk 
yang beraqarna Islam dari KUAKac. 

i. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi 
terhadap pelaksanaan penugasan kepada desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) 
huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, 
khususnya untuk pencatatan nikah, taiak, cerai, dan 
rujuk bagi penduduk yang beragama Islam 

Pasal7 
(1) Pejabat pencatatan sipil berwenang melakukan 

Verifikasi kebenaran data, melakukan pernbuktian 
pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data 
dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan 
kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan 
pinggir pada akta-akta pencatatan sipil. 
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(2) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah 
dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 

(3) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
pegawai negeri sipil yang memenuhi [Persyaratan. 

Bagian Ketiga 
Unit Pelaksana Teknis 

Pasal8 

(1) Pembsntukan UPT diprioritaskan pada kecamatan 
yang kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau 
transportasi umum, sangat terbatas akses pelayanan 
publik, dan/atau memerlukan pemenuhan kebutuhan 
pelayanan masyarakat. 

(2) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
bawah dan berta111ggung jawab kepada Dinas. 

(4) Wilayah kerja UPT yang dibentuk sebagaimana 
dimal<.sud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) 
kecamatan atau lebih yeng secara geografis 
berdekatan. 

Pasal9 
UPT mempunyai tugas melakukan pelayanar. pencatatan 
sipil yang meliputi pencatatan: 
a. kelahiran; 
b. kernatian: 
c. lahir mati; 
d. perkawinan; 
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e. perceraian; 
f. pengakuan anak; 
g. pengesahan anak; 
h. pengangkatan anak; 
i:. perubahan nama; 
j. perubahan status kewarganegaraan; 
k. pembatalan perkawinan; 
II. pembatalan perceraian; dan 
m. peristiwa penting lainnya. 

Bagian Keempat 
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi 

Paragraf 1 
Pasal 10 

(1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 
b. Kepala UPT 
c. PegawaiNegeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat 

Pencatatan Sipil. 

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri 
Sip ii. 

(3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tueas : 
a. veri�ka.�i dan �alidasi data atas peliporan peristiwa 

pentinq yang dlalaml oleh Penduduk: 
b. atas nama jabatan melakukan pernbuktian atas 

perist!wa penting yang dilaporkan oleh penduduk; 
c. �elakukan pencatatan atas peristiwa penting yang 

dilaporkan oleh penduduk pada register akta 
pencatatan sipii; 
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d. Menandatangani dan menerbitkan kut ·" 
pencatatan sipil; 

e. Membuat catatan pinggir pada akta p 
sipil; 

f. Melakukan pembetulan atas akta penca 
yang mengalami kesalahan tulis redaksiom 

g. Melakukan pencatatan kembali alas Reg · 
Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak. 

(4) Penandatanganan akta pencatatan sipil · 
peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat F 
Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lur· 
serta ke bawah, diiakukan oleh Pejabat F 
Sipil !ainnya. 

(5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sip: 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belurr 
atau belurn ada, penandatanganan akta � 
sipil di!akukan c!eh Bupati. 

(6) Dalam hal Pejabal Pencatatan Sipil seb 
dimaksud pada ayat (1) huruf a be 
melaksanakan tugas dan Pejabat Pencat 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huru 
belum diangkat atau belum ada 
penandatanqanan akta pencatatan sipil dilar 
Bupati. 

(7) Untuk · memperlancar pelaksanaan pena. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati 
Asisten Sekretaris Daerah yang me 
permerintahan. 

akta 

1:atan 

sip ii 

Akta 

adap 
ta tan 

� alas 
tatan 

innya 
ngkat 
,tatan 

11ana 
mgan 

Sipil 
jan c 
maka 

1 oleh 

mgan 
.unjuk 
dangi 
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(8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada 
Kepa!a Dinas. 

(9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat 
Per.catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Paragraf 2 
Pasal 11 

(1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Petugas registrasi memiliki tugas : 

a. membantu Kepala Desa/Lurah, UPT dan Dinas 
dalam memberikan pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. 

b. verifikasi dan validasi data atas paristiwa 
kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk 
Warga Negara Negara Indonesia; 

c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penlir.g, 
khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yanQ 
dilaporkan oleh penduduk Warga Negar-a 
Indonesia; 

d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
pentinq dalam buku harian peristiwa penting dan 
peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan 
buku mutasi penduduk; 

e. Pemrosesan penerbitan do'kumen kependudukan: 
f. Penyerahan dokumen kependudukan kepada 

penduduk; 
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(3) Persyaratan dan tata 
pemberhentian Petugas 
dengan Peraturan Bupati. 

cara pengangkatan dan 
Register diatur lebih lanjut 

Bagian Kedua 
Nomor lnduk n:ependudukan 

Pasal 13 

(1) Setiap Penduduk diberikan NIK. 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
setelah dilakukan, pencatatan biodata penduduk. 

(3) NIK berlaku secara nasional, seumur hidup, dan 
selamanya serta tidak berubah mengikuti perubahan 
domisili 

(4) NIK dicantumkan 
Kependudukan dan 
tainnya. 

(5) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan BupatL 

B2gian Ketiga 
Penerbitan Kartu Keluarga 

Pasa114 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wa_iib melaporkan 
susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala 
Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk 
penerbitan KK. 

(2) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib 
melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, 

.sebaqai dasar untuk penerbitan KK. 

(3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan 
dan penyajian data kependudukan berskala 
desa/kelurahan. 

BAB IV 
PENDAFTARAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 

Pasal 12 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 
waj:b melapor kepada Dinas untuk dicatatkan 
biodatanya. 

(.2) Penduduk \'Varga Negara Indonesia, orang Asing yang 
memiliki !zin Tinggal Terbates, dan Orang Asing yang 
memiliki lzin Tinggal Tetap yang datang dari Daerah 
atau dari luar wilayah Negara Indonesia karena pindah, 
wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan 
biodatanya. 

(3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dirnaksud 
pad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar 
pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. 

(4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk. 

(5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur !ebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 

pada setiap Dokumen 
penerbitan dokumen identitas 
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(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Fenerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Pasal15 

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang 
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap dan telah 
mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah 
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. 

(2) K,P di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 
Dinas. 

(3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa 
pada saat bepergian. 

(4) Persyaratan dan tata cara penerbitari KTP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
!anjut daiam Peraturan Bupati. 

Eagian Kalima 
Penerbltan Surat Keter a ngan Tempat Tinggal 

Pasal16 

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggai di daerah 
dan telah memiliki lzin Tinggal Terbatas wajib merniliki 
Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan 
ditandatangani ole� Kepala Dinas. 

(3) Orang Asing yang te!ah memlliki surat Keterangan 
Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian. 

22 

(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat 
Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Bupati. 

Bagian Keenam 
Pembentulan, Pembatalan, dan Legalisasi KK dan KTP 

Paragraf 1 
Pembentulan KK dan KTP 

Pasal 17 

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP 
ya�g mengalami kesalahan tulis redaksional pada 
Dir.as yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas 
inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari seiak diterima oleh 
psrnohon. • 

(2) Berdasarkan iaporan ssbaqalmana dimaksud pada 
ayat (1) Kepala Dmas membuat KK dan KTP basu 
untuk rnenqqantikan KK . dan KTP dirnana terdapat 
kesalahan tuhs redaksional dan menarik serta 
mencabut KK dan KTP lama dari pemohon. 

(3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 
Pembatan KK dan KTP 

Pasal 18 

(1) :embatalan K.K dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas 
yang rnenerbitkan KK dan KTP patina lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanva utusan -pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan ·hukum tetap. · 
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Pasal21 
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(1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa: 

a. . KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara 
Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin 
Tinggal Tetap; 

b. SKTI untuk Orang Asing yang memiliki lzin 
Tinggal Terbatas. 

(2) Dckumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk 
tanpa dikenai biaya. 

Pasal22 
(1) Penerbitan perubahan Dokumen Penduduk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
'dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang 
diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur 
instansl terkait. 

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan a,as terjadinya: 

a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, 
Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun 
Wa,ga; 

b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah 
Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, 
rukun tatangga atau rukun warga; 

c. Perubahan nama lingkungan /Jalan/ Desa 
/Kelurahan/ Kecamatan /Kabupaten. 
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Bagian Ketujuh 
Perndaitaran Peristiwa Kependudu�an 

Paragraf 1 
Perubahan Alamat 

Pasa120 
Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran 
Penduduk sebagai akibat perubahan alarnat, menjadi 
tanggung jawab Dinas. · 

(1) 

Paragraf 3 
Legalisasi KK dan KTP 

Pasai19 

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang 
c!iterbitkan di daerah. 

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dila!<ukan cleh Kepala Dinas. 

(3) Persyaratan dan tata cara iegolisasi fotocopy KK dan 
KTP sebagairr1aii1a dimaksud pada ayat (1), dan (2) 
diatur dalarn Peraturan Bupati. 

Berdasarkan laporan sebagaimana dimkasud apada 
ayat (1) Kepala IDinas menarik dan mencabut KK dan 
KTP. 

(3) Persyaratan dan tata cara pembatakan KK dan KTP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

(2) 



(2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2)diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 
Pindah Datang Dalam Daerah 

Pasal23 
('i) Penduduk yang pindah ke daerah lain wajib melapor 

kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan 
Pindah. 

(2) Penduduk daerah iain yang pindah datang ke 
Bulukumba wajib melapor kepada Dinas untuk 
mendapatkan penerbitan KK, KTP, atau Surat 
Kete;angan Tempat Tingga! bagi Oranq Asinq. 

Pasai24 

(1) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggai Terbatas atau 
lzin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah lain wajib 
melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Dinas mendaftar ·dan menerbitkan Surat 
Keterarogan Pindah Datang. 

Pasal25 

(1) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 
ayat (1) yang pindah datang di Kabupaten Bu!ukumba 
wajib melaporkan kedaiangannya kepada Dlnas paling 
lambat 30 (tiga puluh} hari sejak kedatanganr.ya 
dan/atau sejak diterbitkan Surat Keterangar. Pindah 
Datang. 
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(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebaqairnana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 
perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat 
Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang 
bersangkutan. 

Paragraf 2 
Pindah Datang Antarnegara 

Pasal26 
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke 

luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya 
kepada Dinas. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat 
Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 

Pasal27 

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri 
wajib rnelaporkan kedatangannya kepada Dinas paling 
lambat 14 (empat belas] hari sejak tar.gga! 
kedatangan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat 
Keterangan Datang dart Luar Negeri sebagai dasar 
penerbitan KK dan KTP. 

Pasal28 
(1) Orang Asi�g yang rnemiliki lzin Tinggal Terbatas yang 

?atang _dan luar negeri dan Orang A:;ing yang memi!iki 
izm lainn,ya yang te!ah berubah status sebagai 
pemegang lzin Tinggal Terbatas, yang berencana 
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba 
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wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat 
belas) hari sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat 
Keterangan Tempat Tinggal. 

(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 
dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas. 

Pasal29 

(1) Orang Asing yang memiliki l1in Tinggal Terbatas yang 
telah berubah status menjadi Orang Asing yang 
memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada 
Dinas paling lambat 14 (empat beias) hari sejak 
diterbitkan lzin Tir.ggal Tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan 
KTP. 

Pcsaf 30 

(1) Orang Asing yang memiliki lzin T!nggal Terbatas atau 
Orang Asing yang memiliki lzin Tingga! Tetap yang 
akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada 
Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelurn 
rencana kepindahar.nya. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Dinas rnelakul<an pendaftaran. 

Bagiar: Kedelapan 

Pendataan Panduduk Rentan Adminlstrasi 
Kependudu�ail 
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Pasal31 

(1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan 
adrninistrasi kependudukan yang meliputi: 
a. penduduk korban bencana alam; 
b. penduduk korban bencana sosial; 
c. orang terlantar; dan 
d. komunitas terpencil. 

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi 
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b dapat dilakukan dii tempat 
sementara. 

(3) Hasi! pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan 
kependudukan untuk penduduk rentan administrasi 
kependudukan. 

SABV 
PEl'JCATATAN SIPIL 

Bagiar. Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Pasal32 

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk 
kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari 
sejak kelahiran. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
avat (i), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta 
kelahiran. 
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Pasal33 

(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran 
dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap 
peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui 
asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, 
didasarkan pada laporan orang yang menemukan 
dilengkapi Serita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan 
disimpan oleh Dinas. 

Pasal34 

(1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 
(enam puluh) harl sarnpai dengan 1 (satu) tahun sejak 
tanggai kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah 
mendapatkar. persetujuan Kepaia Dinas. 

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 
(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan 
negeri. 

Bagian Kedua 
Pencatatan Lahir Mati 

Pasal35 

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk 
kepada Dinas paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sejak 
lahir mati. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mali. 
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Bagian Ketiga 
Pencatatan Perkawir.an 

Pasal36 

(1) Perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk 
yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebaqaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
register akta perkawinan dan menerbitkan kut!pan akta 
perkawinan untuk diberikan kepada masing-masing 
suami dan isteri . 

(3) Bagi Penduduk yang beragama Islam, perkawinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut 
dilaporkan kepada KUAKec. 

(4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebaqaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan KUAKec 
kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
hari setelah pencatatan perkaw!nan. 

(5) P_ada tingkat kecamatan laporan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPT. 

Pasal37 

Pencatatan perkawlnan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 berlaku pula bagi: 
a. perkawir:an yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 
b. perkawi�an Warga Negara .A.sing yang dilakukan di 

Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang 
bersar.gkutan. 
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Bagian Keempat 
Pencatatan Pembatalar. Perkawinan 

Pasal38 

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh 
Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan 
kepada Dinas paling lambat SO (sembilan puluh) hari 
setelah putusan pengadilan ter.tang pembatalan 
perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut 
kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta 
dan rnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan 
Perkawinan. 

Bag:an Kelima 
Pencatatan Perceraian 

Pasal39 

(1) Perceraian wajJb dilaporkan oleh yang bersangkutan 
kepada Dinas paling lambat 6G (enam puluh) hari 
sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat {1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
Regis_ter Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan 
Akta Perceraian. 

Bagiari Keenam 
Psncatatan Psmbatalan Perceraian 

· Fasal40 

(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada lnstansi Pelaksana 
paling lambat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan 

pengadilan tentang pembatalan 
mempunyai kckuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari 
kepemilikan subjek akta dan mengeiuarkan Surat 
Keterangan Pembatalan Perceraian. 

Bagian Ketujuh 
Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan 

Pasal 41 

(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di 
hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. 

(2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh 
organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan 
rnenandatanqani surat perkawinan Penghayat 
Kepercayaan. 

(3) Pernuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 didaftar pada satuan perangkat 
daerah yang bidang tugasnya secara teknis membina 
organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Pasal42 

Peristiwa perkawinan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
41 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling 
l'ambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan: 
a. surat perkawinan penghayat kepercayaan; 
b. fotokopi KTP; 
c. pas foto suami dan istri: 
d. akta kelahira,1; dan ' 
e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing. 

33 

perceraian 



Pasal43 

(1) Pejabat Dinas atau UPT mencatat perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tata 
cara: · 
a. menyerahkan formulir . pencatatan perkawinan 

kepada pasangan suam1 istri; . . 
melakukan verifikasi dan validasi terhadap data 

b. y��g tercantum dalam formulir pencatatan 
perkawinan; dan . 
mencatat pada register akta p�rkawinan da�n 

c. menerbitkan kutipan akta perkawman penghay .. t 
kepercayaan. 

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dim�ksud ?�da 
ayat (1) huruf c diberikan kepada masmq-rnasmq 
suami dan istri. 

Bag!an Kedeiapan 
Pencatatan Kematian 

Pasal44 

(1. Setiap kematian wajib dilaporkan oie� keluarqanya 
• J atau yang mewakili kepada D1n2s. paling larnbat 30 

(iiga pu!uh) hari sejak tanggal kernatlan. 

(2) Berdasarkan laporan sebaqarnana dimaksud pada 
ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipi! menca_tat pada 
register akta kernatian dan menerbitkan kutipan akta 
kerrnatian. 

(3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keb�rad_aan 
seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak 
ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat 
Pencatatan Sip� baru dilakukan setelah adsnya 
penetapan pengadilan. 
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(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas 
identitasnya, Dinas melakukan pencatata,, kematian 
berdasarkan keterangan dari kepolisian. 

Bagian Kesembilan 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, 

dan Pengesahan Anak 

Pasal45 

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan 
berdasarkan penetapan pengadilan. 

(2) Pengangkatar. anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Orang Tua yang 
mengangkat kepada Dinas paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah diterimanya salinan penetaoan pengadilan. 

(3) Berd2sarkan laporan sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan 
pir.ggir pada Register Akta Ketahiran dan Kutipan Akta Kelahiian. 

Pasal46 

(1) Pengakuan anak wajib diiaporkan oleh orang tua yang 
mengakuinya kepada Dinas paling larnbat 30 (tiga 
puluh) hari sejak tar.ggal Surat Pengakuan Anak 
dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan. 

(2) Kewajiban me!2porkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya 
tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan pe;kawinan yang sah, 
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(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada 
Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan 
Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

Pasal47 

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang 
tua anak kepada Dir.as paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan 
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta 
perkawinan. 

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikec11allkan bagi orang tua yang agamanya 
tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir 
diluar hubungan perkawinan yang sah. 

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Pejabat Pencatatan Sipil 
membuat catatan pinggir pada Akta Kelahi•an. 

Bagian Kesepuluh 
Perubahan Nama dan statue Kewargar.egaraan 

Pasal48 

(1) Perubahan nama seseorang di!aksanakan 
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 

(2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutar. kepada 
Dinas pa!ing lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
dlterimanya salinari penetapan pengadilar. negeri oleh 
penduduk. 
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(3) Berdasarkan. laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil rnernbuat catatan 
pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan 
akta Pencatatan Sipil. 

Pasal49 

(1) Perubaha� statu� .. kewa;ganegaraan dari warga 
negara asmg meruaoi Warga Negara Indonesia wajib 
d!laporka� o!eh Penduduk yang bersangkutan kepada 
dinas paling larnbat 6G (enarn puluh) hari sejak berita 
acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia 
oleh pejabat. 

(2) Berdasarkan. laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PeJabat Pencatatan Sipil membual catatan 
p1r.gg1r pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan 
akta Pencatatan Sipil. 

Bagian Kesebelas 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal50 
(1) Pe�catatari. Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh 

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk 
yang �ersangkutan setelah adanya penetapan 
phekngad1lan negeri yang telah memperoleh kekuatan 

u um tetap. 
(2) p d.encatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana 

h:tk�� P.ada ayat (1) palirg lambat 30 (tiga pululh) 
seja diterimanya salinan penetapan pengadilan. 
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Pasal51 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pencatatan Sipil 
diatur lebih !anj.ut dengan Peraturan Bupati 

BABVI 
PENDAFTARAN PENDUCUK DAN PENCATATAN Sl?IL 

DALAiill KEADAAN LUAR BIASA 

Pasal52 
(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat 

bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan 
Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana aiarn. 

(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda 
ldentitas dan Surat Keterar.gan Pencatatan Sipil 
berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ). 

(3i Surat Keterangan Penggar.ti Tanda ldentitas atau 
Surat Ksteranqan Pencatatan Sipil digunakan sebagai 
tsnda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk 
psnerbitan Ookumen Kependudukan. 

BAB VII 
OATA DAN DOKUMEN KEPENDUOUKAN 

Bagian Kesatu 
Data Keper.dudukan 

Pasal53 
(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan 

dsn/atsu data agregat Penduduk, 

(2) Data perseorangan meiiputi : 
a. nornor KK; 
b, NIK; 

c. nama lengkap: 
d. jenis kelamin; 
e. tempat lahir: 
f. tanggal/bulanltahun lahir; 
g. golongan darah: 
h. aqama/kepercayaan; 
i. status perkawman; 
j. status hubungan dalam keluarga; 
k. cacat fisik dan/atau mental; 
L pendidikan terakhir: 
m, jenis pekerjaan; 
n. NiK ibu kandung; 
o. nama ibu kandung; 
p. NIKayah; 
q. nama ayah: 
r. alamat sebelumnya; 
s. alamat sekarang: 
t. kepemilika,·, akta kelahiran/surat kenal lahir; 
u. nomcr akta kelahiran/nomor surat kenal lahir: 
v, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; ' 
w. nomor akta perkawinan/buku nikah; 
x.. tanggal perkawinan; 
v. kepemWkan akta perceraian: 
z, nornor akta perceraian/surat carai; 
aa. tanggal perceraian. 

(3) Data agre?at meliputt lhimpunan data perseorangan 
yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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Bagian Kedua 
Dokumen Kependl!dukan 

Pasal54 

(1) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b 
memuat keteranqan mengenai kolom nomor KK, nama 
lengkap kepala keiuarga dan anggota keiuarga, NIK, 
jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, 
agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, 
status hubunqan dalam keluarqa, kewarganegara.::n, 
dokumen imigrasi, nama orang tua. 

Dokumen t�ependudukan meliputi: 
a. biodata pendudulc: 
b. KK; 
c. KTP; 
d. surat keterangan kependudukan: dan 
e. akta pencatatan sipil. 

Pasal55 
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(1) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksuti pada Pasal 
54 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang 
nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri 
lainnya secara lengkap, serta perubahan data 
sehubunqan dengar. Peristiwa Keper.duclukan dan 
Peristiwa Penting yang dialami. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan can 
penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal56 



(2) Keterangan pada kolom agama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang 
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi 
pelilghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dicatat 
dalam database Kependudukan. 

(3) Nomor KK sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan 
kepala keluarga. Pasal57 

("I) Setiap orang Penduduk hanya diperbolehkan terdaftar 
dalarn 1 (satu) KK. 

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib 
dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak terjadinya perubahan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK. 

(4) KK sebaqalrnana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) 
dijadikan salah satu dasar penarbitan KTP. 

?asa!58 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan dan 
Penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal59 
(1) Dalarn KTP sebagairnana dimaksud pada Pasal 54 

huruf c dicantumkan gambar lambang Garuda 
Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, 
tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, 
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status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, 
kewarganegaraa111, pas foto, masa berlaku, iempat dan 
tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang 
KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai 
pejabat yang menandatanganinya. 

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum 
diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam 
database kependudukan. 

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud psda ayat (1) 
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan 
rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. 

(4) Rincian teknis mengenai ukuran, bentuk dan warna 
serta hal-hal yang tercantum dalam KTP diatur lebih 
lanjut dengan Feraluran Bupatl, 

Pasa!60 
(1) Penduduk yang teiah berumur 17 (tujuh belas) tahun, 

atau telah/pernah kawin, wajib memiliki KTP. 

(2) Penduduk hanya diperbolehkan, memiliki 1 (satu) KTP. 

Pasal 61 
(1) Masa berlaku KTP adalah: 

a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 
(lima) tahun: 

b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan 
dengan masa !:lerlaku lzin Tinggal Tetap. 
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(2) Apabila masa belaku KTP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah berakhir, rnaka Fenduduk yang 
bensangkutan wajib melaporkan perpanjangan masa 
benlaku KTP kepada Dinas. 

(3) Penduduk yang telah berusia 60 (enarn puluh) tahun 
diberi KTP yang berlaku seumur hidup. 

(4) KTP berlaku secara nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan 
KTP diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal62 
(1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana 

dlmaksud pada Pasal 54 huruf d, paling sedikit 
memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis 
kelamin, tempat tanggal Jahir, agarna, alamai, 
P_eristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
dialarni oleh seseorang. 

(2) J�nis Surat Keterar.gan Kepsndudukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Surat Keterangan Pindah: 
b, Surat Keterangan Pindah Datang: 
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal: 
f. Surat Keterangan Kelahiran; 
g. Surat Keterangan Lahir Mati. 
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 
L Surat Keterangan Pernbatalan Perceraian: 
j. Surat Keterangan Kematian; ' 
k. Surat Keierangan Pengangkatan Anak: 
I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarga�egaraan 

Indonesia· 
' 
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m. Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas; 
dan 

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah 
Penduduk antarkabupaten daiam/atau antarprovinsi, 
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk 
antarkabupaten dalam/atau antarprovinsi, Surat 
Keterangan Pindah ke dan/atau Datang dari Luar 
Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang 
Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran 
untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mali umuk 
Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang 
Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, 
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat 
Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan dan 
ditandstangani oleh Kepaia Dinas. 

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Surat 
Keterangan Pindah Datang Penduduk dapat 
diterbitkan dan ditandata:,gani oleh Camat alas narna 
Kepala Dinas. 

(5) Surat Keterangar. Pindah Datang Penduduk dalam 
satu desa/kelurahan atau antardesa/kelurahan dalam 
satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat 
Keterangan Lahir Mali, dan Surat Keterangan 
Kernatian, dapat diterbitkan can ditandatangani oleh 
kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas. 

Pasal63 

(1) Akta PencatatanSiplt terdiri atas: 
a. register akta pencatatan sipil; dan 
b. kutipan akta pencatatan sipii. 

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku seiamanya. 

Pasal64 

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. jenis Peristiwa Penting; 
b. NIK dan status kewarganegaraan; 
c. nama orang yang mengalami Peris!iwa Penting; 
d. mama dan identitas pelapor; 
e. lempat dan tanggal peristiwa; 
f. nama dan identitas saksi: 
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan 
h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. 

(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec 
diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan 
tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat 
oleh Dinas. 

Pasal65 

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sip ii terdiri atas kutipan akta: 
a. kelahiran; 
b. kematian; 
c. perkawinan; 
d. perceraian; dan 
e. pengakuan anak. 

(2) Jt::nis l<utipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana d1maksud pada ayat (1) memuat: 
a. jenis Peristiwa Panting; 
b. NIK dan status kewarganegaraan; 
�- tenama orang yang mengalami Peristiwa Penting: · mpat dan tanggal peristiwa· · 
e. tempat dan tanggal dikeluark�nnya akta: 
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den 
g. pernyataan kesesuaian kutipan 

data yang terdapat dalam 
Pencatatan Sipil 

tersebut dengan 
Register Akta 

Pasal67 

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang 
mengalami kesalahan tulis redaksional. 

(2) Pembetulan KTP sebaqalrnana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan atau tanpa perrnohonon dari 
orang yang menjadi subjek KTP. 

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Dinas 

Pasal68 

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil Sipii hanya 
dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis 
redaksional. 

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di!aksanakar. dengan atau 
tanpa permohonan dari oranq yang menjadi subjek 
akta, 

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal69 
(1) Pembatalan akta Pencaiatan Sipil dilakukan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) B�rdasarlcan putusan pengadilan sebagaimana 
d1maksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil 
membuat catatan pinggir pada Register Akla dan 
�encabut k�tipan akta Pencatatan Sipii yano 
dibatalkan dan kepemilikan subjek akta. � 

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; 

Pasal66 

Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai 
tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen 
Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: 

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari : 
b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat 

belas) hari; 
c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 

(empat belas) hari; 
d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 

(empat betas) hari; 
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 

14 (empat belas) hari; . 
f. Surat Keterangar. Tempat Tinggal untuk Orang Asinq 

yang memiliki lzin Tinggal Terbatas paling lambat 14 
(empat belas) hari; 

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat 
belas) hari; 

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat 
belas) hari; . . 

i. Surat Keterangan Kematian paling larnbat 3 (tlqa) han; 
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinam paling 

lambat 7 (tujuh) hari; atau 
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 

7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya sernua 
persyaratan. 
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Pasal70 
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau 
menquranqi 1s1 data Dokumen Kependudukan, kecuali 
petugas yang berwenang untuk itu. 

BABVIH 

KEWENANGAN AKSES DAN PERLINDUNGAN 
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, SERTA 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Kewenangan Akses Data dan Ookumen 

Kependudukan 

Pasal71 
(1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten yang 

bidang tugasnya mengkoordinasikan ur�san 
Administrasi Kependudukan dan petugas pada Dinas, 
diberi kewenangan untuk mengakses data dan 
dokumen Kependudukan 

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan: 
a. pada Sekretariat Kabupaten �emiliki 

pangkat/golongan paling rendah Pengatur T:ngkat I 
(11/d); . 

b. pada Dinas memiliki pangkat/golongan paling 
rendah Pengatur (Ille); 

c. memiliki DP3 der.gan predikat baik; 
d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata 

komputer; dan 
e. memiliki dedikasi dan tanggung [awab terhadap 

tugasnya. 

(3) Ruang lingkup kewenangan akses sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) meliputi memasukkan, 
menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan 
menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan 
dokurnen kependudukan. 

Pasal72 
( 1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dalam 
mengakses data dan dokumen kependudukan 
dilakukan setelah melakukan verifikasi dan 
berdasarkan data dari Dinas. 

(2) Kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikecualikan dari data pribadi penduduk. 

Bagian Kedua 
Perlindvi1gan Data dan Dokumen Kependudukan 

Pasal73 
(1) Data dan dokumen kependudukan. termasuk data 

pribadi penduduk, disimpan, dijaga, dan dilindungi oleh 
Dinas. 

(2) Data Pribadi Penduduk memuat: 
a. nomor KK; 
b. NIK; 
c. tanggal/bulan/tahun lahir; 
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental· 
e. NIK ibu kandung; ' 
f. NIK ayah;dan 
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting. 

48 49 



Pasal74 

(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh 
dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 setelah mendapatkan izin 
dari Bupati. 

(2) Untuk kepentingan keamanan negara, tindakan 
kepolisian, dan peradilan, data pribadi penduduk dapat 
diakses dengan terlebih dulu menyampaikan 
pemberitahuan kepada Bupati. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperofeh dan 
menggunakan Data Pribadi Penduduk diatur lebih lajut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal75 
(1) lnstansi pernerintah can swasta sebagai pengguna 

data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data 
pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik. 

(2) Petugas yang memiliki wewe:,ang hak akses data 
pribadi penduduk dilarang rnenjadikan data pribadi 
penduduk sebagai bahan informasi publik,kecuali 
mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi. 

Bagian Ketiga 
Sistem lnform.:si Administrasi Kependudukan 

Pasal76 
(1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri atas 

unsur: 

a. Data base kependudukan, yang merupakan 
kurnpulan berbagai jenis data kependudukan yang 
sistematis, terstruktur dan tersimpan, yang saiing 
berhubungan satu sama lain dengan menggunakan 

perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan 
komunikasi data.: 

b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, 
diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dilakukan secara 
tersambung (online), semi elektronik (offline) atau 
manual, 

c. Sumber daya manusia; 
d. Pemegang wewenang akses; 
e. Pengelolaan database, yang meliputi perekaman, 

pengolahan, penyajian. dan pendistribusian data 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

f. Pemeliharaan, pengarnanan, dan pengawasan 
terhadap data base, perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan komunikasi, data center rnaupun data 
eadanqan (back-up data/disaster recovery cenire). 

(2) Lokasi database sebagaimana din,aksud pada ayat (1) 
huruf a berada pada Dinas. 

Pasai77 
(1) Dinas rnelaksanakan pengkajian di:m pengembangan 

SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dinas . wajib memutakhirkan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
(3) Data Keperdudukan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 73 ayat (1) dima.nfaatkan untuk kepentingan 
perumusan keb1Jakan d1 bidang pemerintahan dan 
pembangunan 

(4) s.egala biaya yang diper!ukan bagi pelaksanaan SIAK 
d0ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanje aerah. · 
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Pasal 78 
Tata cara dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan SIAK 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupats 

BABIX 
KETENTUAN PENYID:KAN 

Pasal79 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di!ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana 
dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah 
Daerah Kab. Bulukumba, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidlkan tindak 
pldana dibidang Administrasi Kependudukan. 

(2) Wewenang Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a. menerima laporan atau pengadl!9n earl orang atau 

badan hukum tentang adanya duqaan tir.dak 
pidana Administrasi Kependudukan; 

b. memeriksa laporan atau l<.eterangan alas adanya 
dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan: 

c. ·memanggil orang untuk diminta keterangannya 
atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b; dan 

d. membuat dan menar.datangani Berlta Acara 
Pemeriksaan. 
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
rr.embentahukan dimulainya penyidikan d 

.k h ·1 ,. an 
menyampai an as: penyidikan kepada penuntut 
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang�undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

BABX 
SANKSI ADMINIS1iRASI 

Pasal80 
Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila melampaui 
bat�s waktu pelaporan Pensliwa Kependudukan eb · 
benkut: s _ aga1 

a. pi_ndah datang bagi Orang Asing yang memiliki lzin 
T,_ngg�I Ter_batas atau Orang Asing yang memiliki 
lzin Tingga1 Tetap sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2); 

b. pind_ah_ datang k� luar negeri bagi Penduduk Vvarga 
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2); 

c. me�aporkan susunan keluarganya bagi penouduk 
�a,ga Negara Indonesia sebagaimana ciimaksud 
oalam Pasal 14 ayat (1 ); 

d. ::::por�an susun�n keluarganya bagi penduduk 
Teta; ega�a As_,ng yang memiHki lzin Tinggal 

Pasa! _14 
ay!f�:):a,mana dlmaksud dalam 

e. mem1hki KTP bagi . d . • 
umur 17 (tu· pendu UK W1�! yang rnencapai 
pernah ka- juh belas) tahun atau sudah kawin atau 
15 ayat (1)�m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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f. memuiki KTP bagi penduduk WNA yang memiliki lzin 
Tinggal Tetap dan mencapai umur 17 (tujuh bela�) 
tahun atau sudah kawin atau pernah kawin 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (1 ); . 

g. memiliki Surat Keterangan Terr.pat Tinqqal bag, 
Orang Asing yang bertempat tir.ggal di Daera.h dan 
telah memiliki lzin Tinggal Terbatas sebaga1mana 
dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (1 ); 

h. pindah ke daerah lain bagi penduduk WNI 
sebagaimana dimaksud dalarr. Pasal 23 ay�t (1 ); 

i. pindah ke daerah lain bagi Orang A�mg . yang 
rnerniliki lzin Tinggal Terbatas atau lzln Tmggal 
T etap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat ( 1 ); 

J. pindah datang dari luar negeri1 bagi Penduduk Warga 
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 27 ayat ( 1 ); . 

k. pindah datang dari luar negeri bag: Orang Asmg 
yang memiliki lzin Tingga! T erbatas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa! 28 ayat ('i ); 

I. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang 
telah berubah status menjadi orang asing yang 
memiiiki izin tinggal tetap sebagaimar.a dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1); 

m. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing y�ng 
memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang As1ng 
yang memiliki lzin 1inggal Tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat ('1 ); 

n. perpanjar.gan KTP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa! 61 ayat (2) .. 
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Pasal8i 

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa 
Penting dalam hal: 
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1 ): 
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2): 
c. pembatalan perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1 ); 
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat ( 1 ); 
e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasa! 40 ayat (1 ); 
f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud 

daiarn Pasal 45 ayat (2): - 
g. pengakuan anak sebaqairnana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat ( 1 ): 
h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 7 ayat ( 1 ); 
i. perubahan nama sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 48 ayat (2); 
j. perubahan status kewarganegaraan di 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (1 ); atau 

k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paiing banyak Rp 500.000,00 (!ima ratus ribu 
rupiah). 
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Pasal82 
( 1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa 
KTP dikenakan denda administratif Rp.50.000,00 
(lima puluh ribu rupiah). 

(2) Bagi Penduduk V\/arga Negara Asing yang 
berpergian tidak membawa Surat Keterangan 
Tempat Tinggal dikenai denda administratif 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

Pasal83 
(1) Pejabat dan/atau Petugas yang melakukan 

pelanqqaran administrasi atas pelaksanaan 
Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi 
kepegawaian sesuai peraturan perurndang- 
undangan. 

(2) Pejabat dan/atau Petugas yang dengan sengaja 
melakukan tindakan tertentu yang dapat 
memperiambat pelayanan dan/atau menghentikan 
proses pelayanan pengurusan Dokumen 
Kependudukan, dapat diker.akan sanksi beruca 
denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

(3) Pengenaan sanksi · sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dikecualikan apabila penghentian proses 
pelayanan karena terbatasnya dan/atau blanko 
administrasl kependududkan dinyatakan habis. 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, 
Pasal 82 dan Pasal 83 adalah pen.erimaan 
daerah. 
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BABXI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal84 
(1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan 

surat dan/atau dokumen da!am melaporkan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas, 
dipidana dengaro pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalaf pelanggaran. 

BAB XII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal85 
(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah 

diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan 
Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku 
sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Segala bentuk, isi, maupun format segala blangko 
Dokumer. Kependudukan, Surat Keterangan, rnaupun 
Surat Permohonan dokumen, dinyatakan masih tetap 
berlaku sampai .· digantikan dengan ya111g banu 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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­ 
BAB XIII 

KETENITUAN PENUTUP 

Pasal86 
(1) Pada saat rnulai berlakunya Peraturan Daerah ini, 

semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan 
Pengelolaan Administrasi Kependudukan dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum 
diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 
83 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

Pa�al87 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan 
diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati dan/atau 
Keputusan Bupati. 

PasalSS 
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan 
Daerah ini diund.;ngkan. 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundanqkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bulukumba. 

Ditetapkan di Bulukumba 
pada tanggal 31-12 - 2010 
BUPATI BULUKUMBA, 

ttd 
ZAINUDDIN H 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal: 31-12- 2010 
SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA ' 

ttd 

H. A.UNTUNG, AP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
TAHUN 2010 NOMOR 10 

S,. �­ a,man sesuai.dengan aslinva 
/ • " """' 'l, , 
;ll SEr."E'f-AR1S [ERAH 

.'''0KE.f;t���AGl HUKUM 
•• ;£. ­· ­ . .. . , I 
, ·- .:...___ ·- 1 I , 
' . / \J MUHA�A,NURJALIL.SH.MH-t 

Pangka� Pembina {IV/a) 
Nip : 1967110419eB031 005 
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Pasal89 

orang rnengetahuinya, rnemerintahkan 
Peraturan Daerah tru dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten 



PEN..JELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR 10 TAHUN 2010 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

I. UMUM 
Bahwa status pribadi dan status hukum setiap 

orang berkenaan dengan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialami adalah rnerupakan hak 
azasi setiap Psnduduk, oleh karena ltu Negara Kesatuar. 
Re:publik Indonesia dan/atau melalui Pemerintah Daerah 
wajib memberikan perlindungan dan pengakuan tert.adap 
penentuan status pribadi dan status hukum tersebut. 

Setiap Penduduk berhak mendapat jamir.an dari 
Negara dan/atau melalui Pemerintah Daerah untuk 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah, rnernperoleh status 
kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama 
dan memilih tempat tinggal di wilayah Pemerintah Daerah 
Bulukumba dan rneninggalkannya, serta berhak kembali. 

Peristiwa Kependudukan yang dialami sesecrar.g 
harus dilaporkan kepada Dinas, hat ini disamping untuk 
kepentingan sistem pendataan kependudukan, juga untuk 
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kepentingan yang bersangkutan sendiri berkenaan denaan 
diterbitkannya surst keterangan kependudukan. - 

Dalam praktek pelayanan kependudukan selama 
ini masih ditemukan pertakuan diskriminatif dengan 
rnembeda-bedakan suku, keturunan, maupun agama. Ha! 
demikian itu disamping tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, juga membawa akibat administrasi 
kependudukan mengalami sporadis, sebab data 
kependudukan tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan 
baik dalam sistem database kependudukan.Menghadapi 
kenyataan derniklan maka pemerintah berupaya membuat 
regula!>i demi penertiban dan keakuratan data pendududk 
yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Keper.dudukan maka 
kondisi tersebut segera diakhiri. Hal inilah yang menjadi 
dasar utama pertimbangan perlunya membentuk Peraturan 
Daerah tentar.g Penyelenggara2n Administrasi 
Kependudukan. 

Administrasi kependududkan dengan sistim baru 
tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan 
,dimulai dari kelengkapan biodaia pendududk, pencatatan 
kelahiran, kernatian , pindah dan datang sehingga 
mempermudah urusar. yang diperlukan masyarakat berupa 
pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan 
kebijakan pembangunan yang antara iain merupakan 
komponen penting dalam pembuatan MDGs. 

. Peraturan Daerah tentang Penye!enggaraan 
Administrasi Keper.dudukan ini memuat pengaturan sistern 
administrasi kependudukan yang konprehensif, transparan, 
dan modem. Mencantumkan ;r.engenai hak dan penegasan 
kewajiban bagi setiap Penduduk, selaniutnya kepastian 
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mengenai institusi yang berianggung jawab dalam urusan 
administrasi kependudukan, yaitu Bupan, Kepala Dinas, 
UPT, KUAKec, dan Desa/Kelurahan .. Unit Pelaksana Teknis 
dibentuk di wilayah kecamatan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Dinas serta mempunyai tugas 
melakukan pelayanan pencatatan sipil. 

Hal lain yang penting dalam administrasi 
kependudukan ini adalah mengenai Nomor lnduk 
Kependudukan (NIK). NIK merupakan kunci akses dalam 
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang 
guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi 
Kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi 
tunggal bagi setiap Penduduk, bersifat unik atau khas, dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai :->enduduk 
Indonesia Gan berkait secara langsung dengan seluruh 
Dokumen Kependudui<an. 

Pendaftc:ran Penduduk pada dasarnya menganut 
stelsel aktif bagi Pendudui<. Pelaksanaan Pendaftaran 
Penduduk didasarkan pada asas domisili · atau tempat 
tinggal atas terjadin.ya Peristiwa Kependudukan yang 
dialarni oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan 
Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi 
Penduduk. Peiaksanaan Pencatatan Sipii didasarxan pada 
asas Peristiwa, yaitu ternpat can waktu terjadinya Peristiwa 
Penting yang dialami oleh 'dirinya dan/atau keluarganya. 

Salah satu masalah mendasar dalam bidang 
kependududkan selama ini adalah berkenaan dengan 
defenisi penduduk. Oleh karena Pemerintah Daerah pada 
urnumnya menganggap yang per!u di daftar adalah 
pendududk resmi saja yang berarti menggunakan konsep 
de jure , namun apabila dianalisa lebuh mendalam maka 
konsep de jure ltu dapat dikatakan tidak sejalan dengan 
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- 
maksud Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 karena 
dalam Undang - Undang tersebut ditegaskan bahwa 
pendaftaran penduduk di dasarkan pada asas domisili dan 
tempat tinggal, yang artinya de facto. 

Dari sisi kepentingan Penduduk, penyelenggaraan 
admirustrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak- 
hak administratif, seperti pelayanan publik serta 
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen 
Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminalif. 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan 
untuk: 
1. memenuhi hak setiap Penduduk di bidang administrasi 

kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan 
yang profesional; 

2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya 
untuk berperanserta dalam pengelolaan administrasi 
kependudukan; 

3. rnemberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum 
atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
Per.duduk; 

4. memberikan per!indungan status hak sipil Penduduk; 
5. menyediakan data dan informasi kependudukan secara 

akurat, lengkap, mutai<hir, dan mudah diakses sehingga 
menjadi acuan bQQi perumusan kebijakan dan 
pembangunan pada umumnya; 

6. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara 
terpadu; can 

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, 
l?enyelenggara dan instansi Pelaksana, Pendaftaran 
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Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen 
Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil pada saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian 
kepastian hukum, don perlindungan terhadap Data Pribadi 
Penduduk, 

Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi soal 
perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. Perkawinan 
Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka 
Penghayat Kepercayaan yang ditunj.uk dan ditetapkan oleh 
organisasi penghayat kepercayaan. Peristiwa perkawinan 
tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT dengan 
menyerahkan antara l�in surat perkawinan penghayat 
kepercayaan. 

Untuk lebih rnenjamin efektivitas Peraturan Daerah 
ini, maka pada bagian akhir diatur juga mengenai tata cara 
penyidikan, ketentuan, mengenai Sanksi Administratif ,dan 
Ketentuan Pidana. 

II. PASAL D!:MI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup je!as. 
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- 
Pasal6 

Ayat (2) 
Bagi Penduduk yang beragama Islam 
diberlakukan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk, jc Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan peraturan pelaksanaannya. 

Pasal? 
Ayat (1) 

Pembuatan catatan pinggir pada akta 
Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga 
neqara asing yang melakukan perubahan 
kewarganegaraan dan pernah mencatatkan 
Peristiwa Penting di Bulukumba. 

Pasal8 
Cukup jelas 

Pasal9 
Cukup jolas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal �1 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
· Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup [elas. 
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Pasal 15 
Cukup jeias. 

Pasai 16 
Cukup jelas. 

Pasa: 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas. 

Pc1,;al23 
Cukup [etas, 

Pasal24 
Cukup jelas, 

Pasal25 
Cukup [elas. 
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Pasal26 
Ayat(1) 

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar 
negeri" adalah Penduduk yang tinggal 
menetap di luar negeri atau meninggalkan 
tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
atau lebih secara berturut-turut, termasuk 
dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Indonesia 
yang akan bekerja ke luar negeri. 

Pasal27 
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" 
adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri 
kemudian datang untuk menetap kembali di 
Bulukumba. 

Pasal 28 
Ayat 1) 

Cuxup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan 
Tsmpat Tinggal" ada!ah Surat Keterangan 
Kependudukan yang diberikan kapada Orang 
Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas 
sebagai bukti diri bahwa y:;;ng bersangkutan 
telah terdaftar di pemerintah daerah 
kabupatenikota sebagai Penduduk tingga! 
terbatas. ·· 

Pasal29 
· Cukup jelas, 

Pasal30 
Cukup jelas. 

67 



Pasal 31 
Ayat(1) 

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan 
Administrasi Kependudukar." adalah 
Per.duduk yang mengalami hambatan da!am 
memperoleh Dokumen Kependudukan yang 
disebabkan oieh bencana alam atau 
kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan 
dengar. membentuk tim yang beranggotakan 
dari instansi-instansi terkait. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "orang 
teriantar'' adalah Penduduk yang 
karena suatu sebab sehingga tidak 
dapat memenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik rohani, jasmani maupun 
sosial, dengan ciri-ciri: 
1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup, khususnya pangan, sandang 
dan papan; 

2) tempat tinggal tidak 
tetap/gelandangan; 

3) tidak mempunyai 
pekerjaan/kegiatan yang tetap; 

4) miskin. 
Huruf d . 

Yang dimaksud dengan "komunitas 
terpencil" adalah kelompok sosial 
budaya yang bersifat lokal dan 
terpencar serta .kurang atau belum 
terlibat dalam aringan dan pelayanan 
sosial, skonom maupun politik, dengan 
cia-ciri: 

68 

1) berbentuk komunitas kecil, tertutup 
dan homoqen; 

2) pranata sosial bertumpu pada 
hubungan kekerabatan: 

3) pada umumnya terpencil secara 
geografls dan relatif sulit terjangkau; 

4) peralatan teknologi sederhana; 
5) terbatasnya akses pe!ayanan sosial, 

ekonomi dan politik. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud der.gan "tempat sernentara" 
adalah tempat pada saat terjadi pengungsian. 

Pasal32 
Cukup jelas. 

Pasal33 
Ayat (1) 

Cukup jeias. 
Ayat (2) 

Kutipan akta kelahiran seorang anai< yang 
tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan 
mang tuanya diserahkan kepada yang 
bersangkutan setelah dewasa. 

Pasal34 
Persetujuan Kepala Dinas diperlukan untuk 
menepis kemungkinan terjadi manipulasi data atau 
hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu dalam 
memberikan persetujuan tersebut harus terlebih 
dulu dilakukan verifikasi alas keabsahan data yar.g 
dilaporkan. 
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Pasal35 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah 
kelahiran seorang bayi dari kandungan yang 
berumur paling sedikit 28 (dua puluh 
delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa 
menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 

Ayat (2) 
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat 
Keteranqan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta 
Pencatatan Sipil. Meski demikian 
pendataannya tetap diperlukan untuk 
kepentingan perencanaan dan 
pembangunan di bidang kesehatan. 

Pasal36 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah 
ikatan lahir baiin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Psrkawinan. Perkawinan bagi Penduduk 
yafig beraqama Islam dicatai oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan. 

Ayat (2) . 
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk 
yang beragama Islam dilakukan oleh 
KU.AKec, karena itLJ Dinas tidak perlu 
menerbitkan Kutipan �ta Perkawinan. 
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Pasal37 
Huruf a 

Y_ang dimaksud dengan "Perkawinan yang 
drtetapkan oleh Pengadilan" adalah 
perkawinan yang di!akukan antar-umat yang 
berbeda agama. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas. 

Pasal40 
Cukup jelas. 

Pasal41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasa144 
Cukup jeias. 

Pasal45 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pengangkatan 
anak" adalah perbuatan hukurm untuk 
mengafihkan hak anak dari fingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali vang 
sah, atau orang iain yang bertanggung 
jawab atas perawatan, pendidikan dan 
membesarkan anak tersebut ke dalam 
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lingkungan keluarga orang tua 
berdasarkan putusar. atau 
pengadilan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "catatan pinggir'' 
adalah catatan mengenai perubahan status 
atas terjadinya Peristiwa Penting yang 
meliputi: 
a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat 

adalah nama anak, hari dan tanggal 
kelahiran, urutan kelahiran, narna ibu 
dan tar.ggal kelahiran ibu; 

b. pengar.gi<atan anak, yang dicatat adalah 
nama ibu dan bapak kandung. 

Pasal 46 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" 
adalah pengakuan seorang ayah tarhadap 
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan 
sah atas persetujuan ibu kandung anak 
tersebut. 

Pasal47 
Ayat (1) . " 

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak 
adalah pengesahan status seorang anak 
yang lahir di luar i�atan perkawin.m sah 
pada saat pencatatan · perkawlnan kedua 
orang tua anak tersebut. 
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Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal49 
Cukup jelas, 

Pasal50 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Panting 
lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan 
oleh pengadilan negerl untuk dicatatkan 
pada lnstansi Pelaksana, antara lain 
perubahan jenis kelamin. 

Pasal51 
Cukup jelas. 

Pasal52 
Cukup jeias. 

Pasal53 
Ayai (1) 

Yang dimaksud dengan "data agregat" 
adalah kumpulan data tentang Peristiwa 
Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis 
kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, 
dan pekerjaan. 

Pasal54 
Cukup jelas. 

Pasal55 
Ayat (t) 

Yang dirnaksud dengan "jati diri lainnya" 
meliputi nomor KK, NIK, laki- laki/ 
perernpuan, golong2n darah, agarna, 
pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang 
cacat fisik dan/atau mental, status 
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perkawinan, kedudukan/hubungan dalam 
keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu 
kandung, NiK ayah kandung, nama ayah 
kandung, nomor paspor, tanggal berakhir 
paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal 
iahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, 
tanggal perkawinan, nomor akta 
perceraian/surat cerai, dan tanggal 
perceraian. 

Pasal56 
.A.yat (1) 

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga 
adalah 

a. oranq yang bertempat tinggal dengan 
oranq lain, baik rnempunyai hubungan 
darah maupun tidak, yang bertanggung 
jawab terhadap keluarga; 

b. oranq yang bertempat tinggai seorang 
diri; atau 

c. kepala kesantrian, kepala asrarna, 
kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain 
tempat beberapa orang tinggal bersama- 
sarna. 

Setiap kepala keluarga wajib rnerniiiki Ki(. 
meskipun kepala keluarga tersebut masih 
menumpang di rumah orang tuanya karena 
pada prinsipnya dalam satu alamat rumah 
boleh terdapat lebih dari satu KK. 

Pasal57 
Cukup jeias. 

Pasal58 
Cukup jelas. 
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Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal60 
Ayat (1) 

Cukup je!as 
Ayat (2) 

Untuk terwujudnya kepemilikan 1 (satu) KTP 
untuk 1 (satu) Penduduk, dioerlukan sistem 
pengendalian administrasi · dan teknologi 
informasi dengan melakukan verifikasi dan 
validasi dalam sistem database 
kependudukan, serta pemberian NIK. 

Pasal61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal63 
Cukup jelas. 

Pasal64 
Cukup jelas. 

Pasal65 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan "pejabat yang 
berwenang" adalah Pejabat 
Pencatatan Sipil pada Dinas yang 
telah diambil sumpahnya untuk 
meiakukan tugas pencatatan. 
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Pasal66 
Cukup jelas. 

Pasal67 
Cukup jelas. 

Pasal68 
Cukup jelas. 

Pasal69 
Ayat (1) 

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan 
orang fain atau subjek akta, dengan alasan 
akta cacat hukum karena dalam proses 
pembuatan didasarkan pada keterangan 
yang tidak benar dan tidak sah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal70 
Cukup jelas. 

Pasal71 
Cukup jelas. 

Pasal72 
Cukup jelas. 

Pasal73 
Cukup jeias. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 
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Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jeias. 

Pasal82 
Cukup jelas. 

Pasa! 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal85 
Cukup jelas. 

Pasal86 
Cukup jelas. 

Pasal87 
Cukup jelas. 

Pasal88 
. Cukup jelas. 

Pasai89 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
BULUKUMBA NOMOR 2 
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